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PENDAHULUAN

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan
yang bekerja di rumah sakit, mempunyai peranan
penting untuk memberikan asuhan keperawatan yang
berkualitas, sebagai tujuan rumah sakit dalam upaya
mencapai  keberhasilan memberikan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Maka dari itu, rumah sakit
sangat memerlukan perawat yang memiliki
kompetensi yang sesuai dengan bidang juga area
tanggung jawabnya. Kemudian Kompetensi tersebut
perlu di di pertahankan dan di tingkatkan, guna
mempertahankan kualitas dan mutu layanan. Maka
diperlukan suatu sistem yang dapat dilaksanakan oleh
rumah sakit sebagai upaya untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan (Kementrian Kesehatan RI,
2013).

Sistem yang diperlukan oleh rumah sakit salah
satunya dapat dilaksanakan dengan sistem jenjang
karir perawat. Jenjang karir perawat merupakan suatu
sistem karir berjenjang dan berurutan untuk
membentuk karir seseorang sesuai dengan posisi
pekerjaannya. Posisi tersebut tergambar seperti anak
tangga, dimana semakin meningkat kompetensinya
maka semakin naik atau berkembang kewenangan
klinis yang dimilikinya sehingga dapat memberikan
pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien Rivai
dan Sagala (2009, dalam Sinambela, 2016). Dan jenjang
karir merupakan salah satu sumber kepuasan dan akan
berdampak pada layanan (Patrisia, Susilaningasih, &
Yudianto, 2018).

Sistem jenjang karir dilaksanakan sebagai tugas
perawat yang dapat digunakan untuk penempatan
perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya,
serta menyediakan kesempatan yang lebih baik
terhadap karir perawat sesuai dengan kemampuan
dan potensinya (Marquis & Huston, 2010). Terdapat
empat bidang penjenjangan karir professional perawat
yaitu, perawat klinik, perawat manajer, perawat
pendidik, dan perawat peneliti. Untuk saat ini bidang
yang sedang dan masih dikembangkan adalah jenjang
karir perawat klinik (Kementrian Kesehatan Rl, 2013).

RS Swasta Kota Tasikmalaya dan RS Pemerintah
Kab. Ciamis merupakan salah satu rumah sakit yang
sedang melaksanakan pembenahan untuk profesi
perawat dengan menerapkan sistem jenjang karir
perawat Kklinik. Kedua rumah sakit tersebut mulai
melaksanakan sistem pada akhir tahun 2016, namun
pelaksanaan di RS Swasta Kota Tasikmalaya baru akan
merencanakan asesmen kompetensi, sedangkan di RS

Pemerintah Kab. Ciamis sedang melaksanakan
asesmen tersebut. Jenjang karir yang merupakan
sebuah sistem yang tidak akan terlepas dari fungsi-
fungsi  manajemen, seharusnya perencanaan
dilaksanakan sebelum sistem jenjang karir tersebut
dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan sistem
tersebut akan terlaksana sesuai dengan target
perencanaan yang sudah tersusun sebelumnya.
Pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik
ternyata belum semua diterapkan di rumah sakit,
masih banyak rumah sakit daerah atau swasta yang
baru melaksanakan atau bahkan belum menerapkan
sistem tersebut. Padahal menurut beberapa penelitian
menjelaskan bahwa sistem jenjang karir sangat
penting bagi perawat, dan hendaknya rumah sakit

melaksanakan penataan sistem jenjang karir
berdasarkan kompetensi.
Menurut Oktariandini  (2015) menjelaskan

bahwa dengan tidak dilaksanakannya pengembangan
jenjang karir di rumah sakit maka akan memberikan
dampak pada kinerja perawat dan komitmen perawat
terhadap rumah sakit sehingga perawat akan merasa
tidak dihargai dan membuat perawat turnover. Selain
itu, Chang, Chou, & Cheng (2007) menyatakan dalam
penelitiannya bahwa rumah sakit sebaiknya dapat
merencanakan program pengembangan karir perawat
dengan baik dan memberikan kepuasan terhadap
kebutuhan perawat akan karirnya, maka akan
menimbulkan efek yang positif terhadap rumah sakit.
Dari berbagai rumah sakit yang sudah melaksanakan
sistem jenjang karir perawat klinik, dalam
pelaksanaannya menunjukan ketidakmaksimalan dan
belum sesuainya dengan strandar yang ditentukan
(Istirochah & Santoso, 2017). Kemudian meskipun
sudah adanya kebijakan dari rumah sakit untuk
melaksanakan sistem jenjang karir, masih belum bisa
menggerakan sistem karena belum ada dokumen
grading dan maping perawat, alur jenjang karir dan tim

pengelola jenjang karir perawat sebagai syarat

pengelolaan sistem jenjang karir (Suroso, 2011).
Pemahaman perawat pun menjadi suatu

permasalahan  yang  mengakibatkan kurang

optimalnya pola pengembangan jenjang karir di rumah
sakit, sehingga mengakibatkan hambatan dalam
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik
(Mutinik, Saparwati, & Rosidi, 2016). Hal tersebut juga
dapat mengakibatkan perawat kurang bersemangat
dalam mengikuti proses jenjang karir.
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Dari beberapa penjelasan sebelumnya maka
diperlukan identifikasi terhadap setiap kegiatan yang
dilakukan untuk mengetahui kendala dan masalah
yang terjadi yang mungkin dapat menghambat
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik di RS
Swasta Kota Tasikmalaya dan RS Pemerintah Kab.
Ciamis. Sebagaimana menurut penelitian Mashudi,
Hariyati, & Handiyani (2013) menjelaskan bahwa rumah
sakit harus melakukan dan mempertahankan evaluasi
berkala tentang penerapan sistem jenjang karir
perawat klinik sehingga proses yang sudah
dilaksanakan dapat menjadi lebih baik karena adanya
perbaikan terus menerus.

METODE

Penelitian  ini menggunakan rancangan
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
karena menekankan pada penyelidikan dalam
mengungkapkan situasi yang terjadi secara alami dan
menyeluruh, dan untuk memperoleh pengetahuan
secara mendalam tentang peristiwa yang dialami,
partisipan dalam penelitian ini adalah yang kompeten
dan memahami sesuai topik penelitian (Prastowo,
2011).

Penelitian dilakukan terhadap 8 partisipan,
dimana 4 partisipan berasal dari RS Swasta Kota
Tasikmalaya dan 4 partisipan berasal dari RS
Pemerintah Kab. Ciamis, yang dipilih dengan teknik
purposive sampling. Adapun kriteria partisipan yaitu
orang yang bertanggung jawab melaksanakan sistem
jenjang karir perawat klinik di rumah sakit dan mampu
berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik.
Sebagian besar partisipan merupakan asesor
kompetensi, dan dilihat dari jabatan partisipan yaitu
sebagai kepala bidang keperawatan, komite
keperawatan, staf diklat, dan staf keperawatan yang
sudah mempunyai pengalaman kerja di rumah sakit
tersebut lebih dari 5 tahun.

Instrument utama dalam penelitian kualitatif ini
adalah peneliti yang dibantu dengan alat bantu
pengumpul data berupa pedoman wawancara, alat
perekam suara, alat tulis dan kamera (Moleong, 2012).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara mendalam (in-depth interview) untuk
menggali informasi pada partisipan tentang
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik di
rumah sakit dan direkam dengan alat perekam suara.
Analisis hasil wawancara dilakukan dengan analisis
tematik dengan  tahapan: Mengenali  data;

menginisialkan kode; mencari tema; meninjau tema;
mendefinisikan tema dan memberi nama tema; dan
membuat laporan (Poerwandari, 2013; Braun & Clarke,
2006).

HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisa data, peneliti mendapatkan
sebelas sub tema yang dikelompokan kedalam empat
tema, yang menjelaskan permasalahan penelitian,
yang terdiri dari:
1. Pentingnya melaksanakan sistem jenjang karir
perawat klinik di rumah sakit

a. Dasar hukum melaksanakan sistem jenjang karir
perawat klinik

Dalam Penerapan sistem jenjang karir pada
awalnya sama-sama mengacu kepada pedoman
pelaksanaan pengembangan karir perawat klinik dari
yang didapatkan ketika
pelatihan asesor kompetensi dan aturan akreditasi

kementrian kesehatan
rumah sakit yang menyatakan bahwa perawat harus
mempunyai kewenangan klinis. Setelah ditetapkannya
Keputusaan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2017,
maka peraturan tersebut yang menjadi aturan dasar
penerapan sistem jenjang karir yang dilaksanakan di
kedua rumah sakit tersebut.

“...Karna sudah sesuai juga dengan kebijakan dari
permenkes terbaru..”. (JK3)

“...memang dulu ada tapi belum di sahkan,
sekarang sudah menjadi aturan yang baku yaitu
permenkes no 40 tahun 2017 nah kita memang harus
mengacu kesana...” (JK4)

“...Dasarnya dari kementian kesehatan...”.
(RSUD1)

“...di RS Pemerintah Kab. Ciamis yang kita
laksanakan mengacu kepada permenkes 40 tahun 2017
tentang pengembangan jenjang Kkarir professional

perawat klinik...”. (RSUD3)

b. Kegunaan melaksanakan model sistem jenjang
karir perawat klinik sesuai kementrian kesehatan.

RS Pemerintah Kab. Ciamis menerapkan sistem
jenjang karir sesuai kementrian kesehatan dikarenakan
sistem tersebut sangat penting untuk dilaksanakan,
karena dapat memberikan penilaian yang objektif dan
lebih selektif terhadap perawat.

“...sangat penting jenjang karir perawat itu,
untuk menilai kinerja dari tenaga perawat, kita punya
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sistem penilaian apakah dia layak untuk
ditingkatkan..untuk penempatan dan sebagai tolak
ukur...” (RSUD3).

“...nah untuk melakukan objektifitas itu minimal
dilakukanlah  proses
penentuan jenjang karir, nanti kan berproses lagi untuk
lebih selektif...” (RSUD2)

Sedangkan di RS Swasta Kota Tasikmalaya yang

sebelumnya sudah menerapkan model lain yang

salah satunya kredensial

mengacu ke Jogjakarta Internasional Rumah Sakit,
sepakat
dikarenakan adanya kekurangan yaitu tidak merata

untuk mengganti model sebelumnya
kepada setiap perawat, tidak ada kewenangan klinis
dan penugasan Klinis yang jelas, dan dampak untuk
penjenjangan karirnya tidak ada.

Dari terungkap
beberapa yang

didapatkan dari pelaksanaan sistem tersebut yaitu

ungkapan partisipan juga

kegunaan atau manfaat akan
adanya kewenangan klinis yang nantinya akan
membedakan tugas setiap perawat dengan profesi
lain, adanya kelegalan dan penilaian akreditasi; adanya
pengakuan dari profesi lain terhadap perawat; dapat
meniti karir dan mengetahui level karir sehingga dapat
digunakan  untuk  penempatan  kerja;  akan
mendapatkan penghargaan sesuai kompetensi atau
tingkatan karir; dan perawat tidak bosan dengan

rutinitasnya.

2. Optimalisasi peran, fungsi, dan tugas bidang
keperawatan, komite keperawatan dan diklat rumah
sakit

a. Pola pikir antara bidang keperawatan dan
komite keperawatan terkait peran, fungsi dan tugas

Dalam penelitian ini terungkap permasalahan
peran, fungsi dan tugas antara komite keperawatan
bidang akibat
pemahaman. Pada awalnya komite keperawatan

dan keperawatan kurangnya
bekerja di bawah bidang keperawatan.

“...bidang keperawatan itu tidak faham tugasnya,
tidak faham mana tugas komite keperawatan.”. (JK3)

“...Yang jadi masalah sekarang diantara bidang
keperawatan dengan komite itu dia persepsinya belum
faham terhadap struktur organisasi tata kerja. malahan
jadi bidang
keperawatan kalau dulu gitu...”. (JK4)

komite  keperawatan bawahan

Akibat dari tersebut,

mengakibatkan kerja komite keperawatan dan bidang

permasalahan

keperawatan menjadi tumpang tindih, dan tidak jelas
pembagiannya. Selain itu, komite keperawatan bekerja
sesuai apa yang diperintahkan oleh kepala bidang
keperawatan.

“...Masih tumpang tindih antara komite dan
bidang keperawatan jadi tidak jelas tugasnya, malahan
yang saya lihat itu komite keperawatan itu di suruh-
suruh sama bidang keperawatan...”. (JK4)

Namun saat ini permasalahan tersebut sudah
dapat dirubah dimana, saat ini komite keperawatan
sudah dapat berdiri sendiri, dan terpisah dari bidang
keperawatan, dan kerjanya sudah disesuaiakan
dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing. Hal
tersebut terjadi karena adanya inisiatif untuk
menyamakan pola pikir apa sebenarnya yang menjadi
peran, fungsi dan tugas bidang keperawatan dan
komite keperawatan.

“...Tapi yang sekarang mindsetnya sudah sedikit
dirubah, krna kita berikan informasi pengetahuan,
menyamakan mindset kita...” (JK4)

“...tapi sekarang, pas saya di pindahin ya berubah
lah untuk mindset itunya dan sekarang sudah mulai

disesuaikan mana tugasnya masing-masing...”. (JK4)

b. Efektifitas pengembangan diklat rumah sakit

Pada awalnya diklat hanya ada di struktur
organisasinya saja, dan program diklat tergantung dari
apa yang direkomendasikan dan hanya difokuskan
untuk Ketua Tim saja. Untuk saat ini sudah ada
perbaikan dimana sudah ada sumber daya manusia
yang bekerja di bagian diklat. Namun masih ada
permasalahan karena diklat hanya sebagai staf di
bagian
pelaksanaan kerja lebih melaksanakan apa yang

bawah kepala sub. kepegawaian, dan
direkomendasikan oleh direktur rumah sakit, padahal
sudah ada program yang sudah direncanakan oleh staf
diklat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan
sakit. Hal berakibat

melaksanakan pengembangan diklat di rumah sakit.

rumah tersebut sulitnya
“...ngomongin diklat itu hanya staf, yang berada
di bawah kasubag kepegawaian. makanya susah bu
untuk pengembangan diklat disini ya..”. (JK4)
Tetapi untuk saat ini sudah ada perubahan

kembali yaitu meskipun masih melaksanakan sesuai
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keputusan dan rekomendasi direktur, tetapi adanya
koordinasi terlebih dahulu dengan staf diklat untuk
menganalisis apakah program yang direkomendasikan
sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan siapa yang
layak untuk mengikuti program tersebut.
“...kebanyakan kita lebih menyesuaikan atas
perintah direksi. sekarang sudah ada sedikitnya
menganalisa ketika si A mau di berangkatkan, apakah
sesuai tidak dengan diktat yang akan diikutinya, jadi
ketika  diktal
melaksanakan pelatihan itu
kebutuhan rumah sakit...”. (JK4)

mengirimkan  pelatihan  atau

tidak keluar dari

3. Optimalisasi sumber daya manusia pelaksana
sistem jenjang karir perawat klinik

a. Ketersediaan sumber daya manusia di komite
keperawatan

Pada penelitian ini terungkap bahwa adanya
permasalahan terkait sumber daya manusia di komite
keperawatan RS Swasta Kota Tasikmalaya karena
hanya ada satu orang. Belum ada dan belum
terbentuknya tiga sub komite yang terdiri dari
kredensial, mutu dan etik.

“...karena kan selama ini satu orang, belum ke
masalah etik,
kurang...”. (JK3)

mutu, kredensial..dan asesornya

b. Penambahan jumlah asesor

Di RS Swasta Kota Tasikmalaya terungkap
permasalahan dimana jumlah asesor belum sesuai
dengan standar ideal. Hal tersebut dikarenakan
pengajuan yang sulit.

“...diajukan lagi oleh saya 3 yang di acc 2
orang..karna tanggung yang satu udah di daftarkan
jadi pakai biaya sendiri saja, apalagi 10 sulit kan ya.. jadi
gimana kebijakan...”. (JK3)

“...kalau misalnya kita ngomongin jumlah asesor
sudah tidak ideal, Cuma ya pengajuannya tidak di acc,
dukungan secara realnya untuk penambahan tenaga
tim asesor itu belum ada gitu. Harus di laksanakan
secara cepat tapi asesornya kurang gitu..” (JK4)

Belum adanya penambahan asesor kompetensi
berdampak pada pelaksanaan sistem yang saat ini
terjadi keterlambatan, di bandingkan dengan RS
Pemerintah Kab. Ciamis. Padahal kedua rumah sakit

tersebut mulai melaksanakan pada tahun yang sama.

“...lyah (proses terhambat), SDM-nya (sedikit),
Terbentur karena Kebijakan..” (JK2)

“...1 asesor itu 20 perawat, idealnya gitu, jadi
cepet ke hendle istilahnya kalau sesuai dengan yang
diterapkan, ribet 4 mah ngga bisa kecapai...”. (JK3)

“...menurut saya kenapa terjadi keterlambatan
untuk implementasi asesmen ini karena ya asesornya
itu tidak ideal. Sesuai perencanaan sebelum desember
kita harus sudah pelaksanaan asesmen sekarang molor
sampe 2017 sekarang belum terlaksana..” (JK4)

c. Beban kerja sumber daya manusia pelaksana
sistem jenjang karir perawat klinik.

Di RS Pemerintah Kab. Ciamis
permasalahan dimana orang yang menjadi asesor

masih ada

memegang beberapa program selain sistem jenjang
karir perawat Kklinik, sehingga pelaksanaan sempat
terjadi keterlambatan.

“...memang orangnya itu-itu lagi, Semuanya pada
double job. Jadi pelaksanaannya lumayan molor,
sampai-sampai baru terlaksana setelah pelatihan
September 2016 baru di laksanakan mei 2017 gitu
kan...”. (RSUD1)

Selain itu, untuk sumber daya manusia yang ada di
komite dan bidang keperawatan, ada beberapa orang
yang merangkap jabatan dan tidak dibentuk secara
khusus.

“...kalau di komite masih tumpang tindih karena
orang-orang komite ada beberapa yang di structural
bidang keperawatan, Jadi masih tumpang tindih ya
itu..” (RSUD1)

“...orang2 terkait sebenarnya masih itu-itu saja,
jadi yang di bidang keperawatan..juga masih terjun di
komite, jadi belum terpisah secara murni, masih ada
yang merangkap.”. (RSUD2)

“...Kalau dikatakan sesuai perencanaan sih
sebetulnya belum.. karena dari SDM pelaksana nya
tidak di bentuk di khusus”. (RSUD2)

4. Optimalisasi pelaksanaan sistem jenjang karir
perawat klinik

a. Legalitas pelaksanaan sistem di rumah sakit

Di RS Swasta Kota Tasikmalaya ada permasalahan
dimana belum adanya legalitas kerja berupa Surat
Keputusan kepanitiaan untuk pelaksanaan asesmen
kompetensi, dikarenakan ada pemindahan kepala
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bidang keperawatan yang menjadi ketua panitia dan
kepala bidang keperawatan yang sekarang masih
berstatus pelaksana tugas (PLT).

“...Harusnya ini dari bidang keperawatan kalau
asessmen, Nah untuk SK Belum di sahkan gitu..
kemarin udah di bentuk tapi karena ketuanya sekarang
sudah pindah jadi robah lagi belum ada lagi...”. (JK3)

“...Dulu pembentukan panitia assesment, tapi
sampai sekarang belum ada hasil suratnya gitu, karena
dulu ketuanya dari bidang keperawatan pindah, jadi SK
nya itu mau ditanda tangani tapi sampai sekarang
belum, mempertimbangkan siapa ketuanya, soalnya
sekarang masih PLT gitu...”. (JK2)

Belum adanya surat keputusan mengakibatkan
pelaksanaan sistem jenjang karir di RS Swasta Kota
Tasikmalaya mengalami keterlambatan dibandingkan
dengan RS Pemerintah Kab. Ciamis.

b. Penerapan sistem jenjang karir perawat klinik
kepada bidan

Di RS Swasta Kota Tasikmalaya penerapan sistem
jenjang karir perawat klinik tidak hanya berlaku kepada
perawat klinik tetapi bidan juga termasuk sasaran dari
sistem tersebut. Penerapan kepada bidan dilakukan
juga harus
memiliki kewenangan klinis minimal kewenangan
dasar dari SKKNI. Sedangkan di RS Pemerintah Kab.
Ciamis hal tersebut tidak dilakukan, karena tidak
samanya antara kompetensi perawat dan bidan.

dengan pertimbangan bahwa bidan

“...bukan hanya perawat, bidan juga sudah di
maping, Di asesmen bidan juga...”. (JK4)

“...Nah untuk sementara memang baru perawat
karena bidan belum punya kor kompetensi untuk
bidan, oragnisasi profesi IBI sendiri belum sejauh itu
untuk kompetensinya gitu..”. (RSUD4)

c. Kendala pelaksanaan sistem jenjang karir
perawat Klinik

Terungkap ada beberapa kendala yang dirasakan
oleh partisipan dalam melaksanakan Sistem jenjang
Karir Perawat Klinik. Menurut partisipan kendala yang
dirasakan yaitu dari kebijakan rumah sakit karena tidak
adanya surat kelegalan atau surat keputusan direktur
dan penambahan SDM; perawat yang ada di rumah
sakit itu sendiri yaitu motivasi perawat yang kurang,

pengetahuan tugas perawat yang kurangnya,

dokumen terkait sistem hilang, kesadaran perawat
yang kurangnya, ego perawat senior yang tinggi, dan
pemahaman pentingnya jenjang karir yang kurang;
finansial yaitu biaya pengadaan instrument tidak ada;
pengembangan
waktu yang lama dan harus di validasi; dan terakhir

instrument yang membutuhkan
kasus lapangan untuk asesmen yang harus disesuaikan
dengan kor kompetensi.

d. Perbedaan pelaksanaan antara RS Swasta Kota
Tasikmalaya dan RS Pemerintah Kab. Ciamis dan
perbedaan dengan aturan yang seharusnya.

Pada hasil penelitian ini, terungkap bahwa
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik di
antara RS Swasta Kota Tasikmalaya dan RS Pemerintah
Kab. Ciamis tidak sama dan masih ada yang tidak sesuai
dengan aturan yang seharusnya. Tidak samanya
pelaksanaan sistem jenjang karir di RS Swasta Kota
Tasikmalaya dan RS Pemerintah Kab. Ciamis terjadi

pada tahapan proses pengajuan, sosialisasi,
rekrutmen, magang, maping, instrumen yang
digunakan dan penilaian asesmen kompetensi.

Kemudian untuk pelaksanaan yang tidak sesuai yaitu

program magang, kredensialing dan program

pelatihan berkelanjutan.

PEMBAHASAN
1. Pentingnya melaksanakan sistem jenjang karir
perawat klinik di rumah sakit

a. Dasar hukum melaksanakan sistem jenjang karir
perawat klinik

Pelaksanaan sistem jenjang karir mengacu kepada
pedoman yang didapatkan ketika pelatihan asesor
kompetensi yang diselenggarakan oleh Himpunan
Perawat Manajer Indonesia (HPMI). Dalam pelatihan
tersebut aturan dan kebijakan yang digunakan
mengacu kepada pedoman kementrian kesehatan,
yang didalamnya terdapat lima jenjang yang dapat
dimiliki oleh perawat klinik (Lembaran Negara
Republik Indonesia, 2017).

Pada awalnya sistem jenjang karir perawat klinik
yang dibuat oleh kementrian kesehatan pada tahun
2013 hanya berbentuk pedoman. Namun saat ini sistem
jenjang karir perawat klinik sudah berbentuk peraturan
yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit, yang
diatur dalam peraturan kementian kesehatan No. 40
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Tahun 2017 tentang pengembangan sistem jenjang
karir professional perawat klinik.

Selain peraturan tersebut, penerapan sistem
jenjang karir perawat klinik dilaksanakan karena
adanya penilaian akreditasi rumah sakit dimana
perawat harus mempunyai tanggung jawab sesuai
dengan uraian tugas dan fungsinya dalam bentuk
dasar dalam

kewenangan klinis yang menjadi

menentukan penempatan, uraian pekerjaan dan
kriteria untuk evaluasi kinerja staf (Komisi Akreditasi
Rumah Sakit, 2017). Sistem jenjang karir perawat klinik
di kedua rumah sakit tersebut dilaksanakan juga
berdasarkan peraturan perundang-undanngan yang

berlaku lainnya (Prayetni, 2016).

b. Kegunaan melaksanakan model sistem jenjang
karir perawat klinik sesuai kementrian kesehatan.

Sebelum melaksanakan sistem jenjang karir
perawat klinik sesuai kementrian kesehatan, tidak ada
model pengembangan karir yang terapkan oleh RS
Pemerintah Kab. Ciamis. Sebelumnya pengembangan
karir lebih ke jenjang jabatan struktural di rumah sakit.
Seperti yang dilaksanakan oleh RS Tentara Jakarta,
RSUD Baptis Batu, dan RSUD Tarakan penjenjangan
karir yang berlaku hanya pola karir struktural sesuai
dengan struktur organisasi dan tugas rumah sakit, dan
belum berdasar sistem jenjang karir berdasar
kompetensi (Nazeli & Adisasmito, 2007; Kornela,
Hariyanto, & Pusparahaju, 2014; Fatikhah, 2016).

Sedangkan di

menerapkan

RS Swasta Kota Tasikmalaya

sebelumnya suatu model untuk
menentukan tingkatan kompetensi yang tingkatannya
terdiri dari advant, intermediet dan basic dimulai sejak
tahun 2011. Namun model tersebut sepakat untuk
diganti karena ada kekurangan yaitu pelaksanaan
program lama tidak merata kepada setiap perawat,
tidak ada kewenangan klinis dan penugasan klinis yang
jelas, digunakan untuk sistem penggajian saja dan
prospek penjenjangan karirnya tidak ada.
Pengembangan karir profesional perawat
bertujuan meningkatkan moral kerja dan mengurangi
kebuntuan karir, menurunkan jumlah perawat yang
keluar dari pekerjaan, dan menata sistem promosi
sehingga mobilitas karir berfungsi dengan baik dan
benar (Wahju, Ika, & Hartojo, 2016). Selain itu, menurut

Sulistiyani & Rosidah (2009) sistem jenjang karir dapat

mengembangkan  prestasi

pindah Kkerja,

pegawai, mencegah

pegawai meningkatkan loyalitas
pegawai, dan memberi kepastian hari depan.

Marquis & Huston (2010) menyampaikan bahwa
penerapan sistem jenjang karir merupakan salah satu
solusi yang dapat diterapkan untuk menghindari
kebosanan dan indiferensi pekerjaan. Rumah sakit
hendaknya dapat melakukan penataan sistem jenjang
karir ~ perawat berdasar kompetensi  untuk
meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja perawat
dengan menggunakan model yang telah ditetapkan
oleh kementrian kesehatan (Suroso, 2011)

Kemudian ada beberapa kegunaan atau manfaat
yang akan didapatkan oleh rumah sakit yaitu untuk
yang dapat

membedakan peran dan wewenang perawat dengan

mendapatkan kewenangan  Klinis
profesi lain, dan perawat juga akan mempunyai
kelegalan untuk memberikan asuhan keperawatan
sesuai dengan kompetensinya. Kemudian dalam

penilaian akreditasi rumah sakit perawat harus

mempunyai kewenangan klinis. Sejalan dengan
ungkapan Istirochah & Santoso (2017) menyatakan
bahwa kewenangan klinis merupakan komponen
penting untuk dijadikan pedoman serta aspek legalitas
dalam melakukan asuhan keperawatan profesional
supaya terhindar dari tuntutan hukum. Kemudian
menurut Rivai dan Sagala (2009, dalam Sinambela,
2016) menyatakan jenjang karir menggambarkan
tingkatan

kewenangan klinis

kompetensi untuk
sehingga

pelayanan asuhan keperawatan yang efektif dan

mendapatkan
dapat memberikan

evisien. Dengan pemberian kewenangan klinis kepada
perawat, dapat melindungi keselamatan pasien dan
menjamin bahwa asuhan keperawatan yang diberikan
sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Klinis
yang jelas (Lembaran Negara Republik Indonesia,
2013).

Selanjutnya, untuk pengakuan dari profesi lain
kepada
kesempatan kepada perawat agar dapat berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan

perawat yang berbentuk pemberian

kewenangan dan otonomi mengenai pekerjaan yang
perawat lakukan (Suroso, 2011). Pengakuan dari orang
lain terhadap perawat dapat meningkatkan kinerja
perawat, dan membuat perawat bekerja berdasarkan
tanggung jawabnya (Makta, Noor, & Kapalawi, 2013).
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Selain itu agar perawat dapat meniti karir, dan
mengetahui level karirnya sehingga dapat digunakan
untuk penempatan kerja, serta menyediakan
yang lebih baik dengan
kemampuan dan potensi perawat. Sistem jenjang karir

kesempatan sesuai
menuntut manajemen rumah sakit untuk menciptakan
jalur karir dan cara untuk menempuh karir tersebut
kepada pegawainya. (Marquis & Huston, 2010).
Kemudian untuk mendapatkan penghargaan
berupa finansial, kenaikan pangkat dan jabatan sesuai
pihak
manajemen rumah sakit tidak hanya dituntut untuk

tingkatan kompetensinya. Dalam hal ini
memberikan pekerjaan kepada pegawai, tetapi harus
dapat memberikan penawaran keterampilan yang
berguna. Selanjutnya agar perawat tidak bosan
dengan rutinitasnya, karena sistem jenjang karir
mengandung konsekuensi dan tanggung jawab yang
semakin besar pada setiap levelnya. Kondisi seperti ini
dapat dijadikan tantangan agar perawat terus
berkembang dan mengurangi kebosanan dalam
pekerjaannya (Suroso, 2011).

Kemudian dapat melihat loyalitas kerjanya dan
meningkatkan mutu pelayanan. Sejalan dengan
penelitian yang menyatakan bahwa pengembangan
jenjang karir perawat berpengaruh terhadap mutu
pelayanan keperawatan (Sulung, 2012). Selain itu,
ungkapan lain menyatakan bahwa penerapan dan
pelaksanaan sistem jenjang karir di rumah sakit dapat
meningkatkan loyalitas kerja, memotivasi perawat
agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuan,
mengurangi subjektivitas dalam rangka promosi posisi,
mendapatkan tenaga yang terampil dan cakap dalam
tanggung

turnover atau burnout, dan meningkatkan prestasi dan

melaksanakan jawabnya, mencegah

kompetensi perawat (Sulistiyani & Rosidah, 2009).

2. Optimalisasi peran, fungsi, dan tugas bidang
keperawatan, komite keperawatan dan diklat rumah
sakit

a. Pola pikir antara bidang keperawatan dan
komite keperawatan terkait peran, fungsi dan tugas

Di RS Swasta Kota Tasikmalaya masih ada
permasalahan dimana kurangnya pemahaman SDM
terkait peran, fungsi dan tugas diantara bidang dan
komite keperawatan yang berakibat pada tugas yang
saling tumpang tindih, dan tidak jelas pembagiannya.

Namun saat ini sudah terjadi perubahan karena
dilakukannya inisiatif untuk menyamakan pola pikir
antara bidang keperawatan dan komite keperawatan.

Komite keperawatan dan bidang keperawatan
mempunyai peran, fungsi dan tugas yang berbeda.
Namun komite dan bidang keperawatan harus bekerja
saling mendukung dan mengoptimalkan kerjanya
untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit. Selain itu
optimalisasi pola pikir antara bidang keperawatan dan
komite keperawatan dibutuhkan untuk kesinergian
yang akan berdampak pada pelaksanaan sistem
jenjang karir perawat klinik dengan benar. Selaras
dengan ungkapan Jason (2009) bahwa komite dan
bidang keperawatan harus sinergi dalam menjalankan
tugas dan perannya masing-masing.

b. Efektifitas pengembangan diklat rumah sakit

Sesuai hasil penelitian, terungkap bahwa sulitnya
pengembangan program diklat di RS Swasta Kota
Tasikmalaya dikarenakan lebih melaksanakan apa yang
direkomendasikan oleh direktur rumah sakit, dan
bukan dari program yang sudah di rencanakan oleh
staf diklat sesuai kebutuhan rumah sakit. Dan tidak
hanya pelaksanaannya, untuk orang yang terpilih
melaksanakan pelatihan atau pendidikan itu
tergantung rekomendasi direktur. Meskipun saat ini
adanya perubahan sedikit.

Sesuai dengan penelitian di RS Bogor Medical
Center menyatakan bahwa  pemilhan dan
perancangan program diklat dilakukan oleh unit diklat
namun dengan pengaruh terbesar yang berasal dari
otokrasi direktur utama, sehingga unit diklat menjadi
tidak efektif dan kurang berkembang (Silitonga, 2014).
Diklat rumah sakit merupakan bagian integral dari
sakit

terhadap

organisasi rumah dan
bertanggung

pendidikan dan latihan. Bagian diklat memegang

secara langsung

jawab seluruh  program
peranan penting dalam mengatur operasional sebuah
institusi terutama dalam bidang manajemen SDM
dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan
untuk membantu mengembangkan kemampuan
(Anita, Lestari, & Lituhayu, 2013).

Peran dan fungsi utama dari bagian diklat yaitu
melakukan perencanaan dengan menganalisis
kebutuhan pelatihan dan pendidikan, melaksanakan

diklat dan mengevaluasi proses serta hasil dari
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kegiatan diklat (Notoatmodjo, 2009). Untuk ke
efektifan unit diklat sebaiknya rumah sakit lebih
mendukung unit diklat tersebut agar berfungsi aktif
dan optimal dalam melaksanakan peran, fungsi dan

tugasnya.  Sehingga dapat mengelola dan
mengorganisir kegiatan yang mendukung
pengembangan sumber daya manusia sesuai

kebutuhan rumah sakit.

3. Optimalisasi sumber daya manusia pelaksana
sistem jenjang karir perawat klinik
Di RS Swasta Kota Tasikmalaya ada permasalahan
kurangnya ketersediaan SDM dilihat belum adanya
penambahan asesor dan komite keperawatan,
lebih

dibandingkan, SDM yang diperlukan sesuai dengan

sehingga menghambat dan proses lama
standar yang seharusnya. SDM merupakan tenaga
kerja yang dapat berpengaruh terhadap upaya
organisasi (lembaga) dalam mencapai tujuannya
(Sutrisno, 2011). Seperti yang diungkapkan Khariza
(2015) yang menyatakan bahwa untuk memaksimalkan
pelaksanaan suatu program diperlukan jumlah atau
kuantitas SDM yang sesuai dan mencukupi.

Selaras dengan hasil kajian Suroso (2011) dan
Hariyanto, & Pusparahaju (2014) yang
menyatakan bahwa di RSUD Banyumas dan di RS

Kornela,

Baptis Batu Malang Jawa Timur sudah melakukan
upaya menetapkan kebijakan pengembangan karir
namun belum ada tim pengelola dan SDM khusus yang
bertanggung jawab untuk pelaksanaan jenjang karir
berdasar kompetensi.

Sedangkan di RS Pemerintah Kab. Ciamis beban
kerjanya meningkat karena memegang program selain
jenjang karir dan masih ada yang merangkap jabatan di
komite dan bidang keperawatan sehingga kerja
tumpang tindih. Hal tersebut berdampak pada
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik yang
sempat mengalami keterlambatan. Menurut penelitian
Ningsih (2013) semakin banyak rangkap jabatan
semakin banyak tugas tambahan yang terlambat
diselesaikan dan semakin besar beban kerja perawat
sehingga menurunkan kinerjanya, dan dapat terjadi
burnout (Ramdan & Fadly, 2016).

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling
penting dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jika
tidak ada manusia yang menjadi sumber daya di

perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak dapat
berjalan dengan baik (Silfianti, 2011). Kekurangan
sumber daya manusia dapat terjadi dikarenakan
kurangnya perhatian pimpinan. Seperti penelitian Yulia
(2016) yang menyatakan bahwa dari berbagai kajian
menunjukan bahwa perencanaan SDM sering kali
belum menjadi prioritas pimpinan organisasi. Dan
menurut penelitian lain yang dilakukan oleh An
Australian Graduate School of Management terhadap
541 organisasi ditemukan paling banyak organisasi
yang tidak memiliki sistem perencanaan SDM yang
baik.

Menurut Yaslis (2006) salah satu indikator
keberhasilan rumah sakit yang efektif dan efisien
adalah tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas
yang tinggi dan profesional sesuai dengan fungsi dan
tugas setiap personil. Selain itu terpenuhinya SDM
sesuai kebutuhan menjadi penting untuk keberhasilan
suatu rumah sakit. Rumah sakit sebaiknya dapat
merencanakan program pengembangan karir perawat
dengan baik, dampak yang akan diterima yaitu efek
yang positif terhadap rumah sakit (Chang, Chou, &
Cheng, 2007).

4. Optimalisasi pelaksanaan sistem jenjang karir
perawat klinik

a. legalitas pelaksanaan sistem di rumah sakit

Di RS Swasta Kota Tasikmalaya ada permasalahan
dimana belum adanya legalitas kerja pelaksanaan
sistem jenjang karir berupa Surat Keputusan
kepanitiaan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi,
karena yang menjadi ketua pelaksana asesmen
kompetensi di pindah tugaskan dan sebagai
penggantinya masih berstatus PLT (Pelaksana Tugas).
Kepala bidang keperawatan menjadi ketua pelaksana
dikarenakan pelaksanaan asesmen kompetensi berada
dibawah tanggung

(Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017).

jawab bidang keperawatan

Dikarenakan surat keputusan pelaksanaan
asesmen kompetensi yang belum bisa di tentukan, dan
diperlukannya untuk penilaian akreditasi, orang yang
terkait dengan kepanitiaan tersebut memutuskan
untuk melaksanakan asesmen kompetensi tanpa
adanya surat keputusan dari direktur. Dan hal tersebut
disepkati juga oleh wakil direktur umum dan keuangan

RS Swasta Kota Tasikmalaya. Sehingga saat ini
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asesmen kompetensi baru akan dilaksanakan. Belum
legalitas
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik tidak

adanya tersebut menunjukan bahwa
optimal.

Surat keputusan merupakan surat yang berisi
suatu keputusan sebagai landasan atau dasar hukum
yang dibuat oleh pimpinan organisasi atau lembaga
berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga
tersebut (Suryani, Kuswantoro, & Mulyono, 2015).
Surat keputusan menjadi sangat penting untuk
pengadaannya sebagai bagi

melaksanakan tugas dengan memberi batas sesuai

jaminan individu
dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya surat
keputusan, maka tidak adanya jaminan keamanan
terhadap individu dan pelaksanaan kerja menjadirancu
dan dapat terjadi kekeliruan.

Pemimpin yang efektif mampu mengenali
kebutuhan bawahan, merangsang dan mencoba
kebutuhan dapat
memberikan reward atas keberhasilan pencapaian
Seorang
mengidentifikasi dan membantu bawahannya untuk

memenuhi tersebut, serta

tujuan. pemimpin  harus  mampu
memberikan gambaran dan arahan yang efektif dan
jelas, sebagai bentuk bimbingan dan pengarahan
secara maksimal, agai tercapainya tujuan bersama.
Selain itu pemimpin juga harus berusaha mengurangi
hambatan dalam proses pencapaian tujuan kerja

bawahan (Nivalinda, Hartini, & Santoso, 2013).

b. Penerapan sistem jenjang karir perawat klinik
kepada bidan
RS Swasta Kota
Tasikmalaya menerapkan sistem jenjang karir tidak

Sesuai hasil penelitian,
hanya kepada perawat, tetapi bidan juga menjadi
sistem  tersebut
bidan

kewenangan klinis minimal kewenangan dasar sesuai

sasaran penerapan dengan

pertimbangan  bahwa harus  memiliki
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Namun sesuai dengan aturan kementrian
kesehatan No. 369 tahun 2007 tentang standar profesi
bidan, bidan mempunyai standar tersendiri yang terdiri
dari 9 standar kompetensi yang masing-masing terbagi
menjadi 4 dari
pengetahuan

keterampilan dasar

sub kompetensi

pengetahuan
dan keterampilan tambahan
Republik 2007).

yang terdiri

dasar, tambahan,

(Lembaran Negara Indonesia,

Kemudian dalam permenkes tentang komite
keperawatan, bidan tidak termasuk kedalam sasaran
dari fungsi, tugas dan wewenang komite keperawatan.
Yang menjadi sasaran dalam permenkes tersebut yaitu
hanya untuk seluruh tenaga keperawatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia, 2013). Selain itu dalam
permenkes tentang jenjang karir perawat klinik, sistem
hanya ditujukan bagi perawat yang bekerja di rumah
sakit maupun di pelayanan primer (Lembaran Negara
Republik Indonesia, 2017).

Saat ini, untuk mengakomodir kewenangan klinis
dan jenjang karir bidan, dapat dilaksanakan oleh
komite tenaga kesehatan lainnya. Komite tenaga
kesehatan lainnya dibentuk agar tenaga kesehatan
lainnya di rumah sakit terjaga keprofesionalismenya
melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu
profesi klinis dan pemeliharaan etika dan disiplin
profesi. Dasar pemikiran pembentukan komite tenaga
kesehatan lain ini yaitu untuk menghadapi akreditasi
rumah sakit (SNARS), dimana semua tenaga kesehatan

harus mempunyai kewenangan klinis (Pramono, 2017).

c. Kendala pelaksanaan sistem jenjang karir
perawat klinik

Dalam melaksanakan sistem jenjang karir perawat
klinik ada beberapa kendala yang dirasakan oleh
partisipan dari kedua rumah sakit tersebut. Pertama
dilihat
kompetensi yang membutuhkan waktu yang lama dan

dari pengembangan intrumen penilaian
diharuskan untuk melakukan uji validasi dan reliabilitas
terkait soal yang sudah dibuat. Seperti ungkapan
Sumiyarrini, Rahayu, & Suhoyo (2017) dan Prayetni
(2016) yang menyatakan bahwa untuk memastikan
instrument yang dikembangkan valid dan reliabel,
harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas

Selain itu, biaya pengadaan instrument tersebut
menjadi kendala di RS Pemerintah Kab. Ciamis.
Kendala lain yang dirasakan di RS Swasta Kota
Tasikmalaya yaitu dilihat dari tidak adanya perawat
klinik yang mengajukan untuk dilakukannya asesmen.
Sesuai dengan aturan, seharusnya perawat kliniklah
yang mengajukan untuk dilakukannya asesmen
kompetensi. Hal tersebut dilakukan dikarenakan
perawatlah penanggung jawab atas karirnya sendiri
(Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wrigh, 2011) dan
2016). format  untuk

(Sinambela, Kemudian
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dilakukannya asesmen kompetensi yang sudah
diberikan kepada perawat hilang. Dan dilihat dari
beberapa log book yang sudah di isi oleh perawat,
kebanyakan melaksanakan tugas mandat dan delegasi.

Sedangkan di RS Pemerintah Kab. Ciamis kendala
ketika

kompetensi yaitu ada perawat yang protes dan tidak

yang dirasakan melaksanakan asesmen
mau dilakukan asesmen karena merasa sudah senior.
Kemudian dalam melaksanakan tes tulis, yang menjadi
pertayaan atau soal tes bocor dan perawat yang akan
melaksanakan tes meminta kunci jawaban kepada
panitia asesor. Selain itu, dalam pelaksanaan tes lisan
dan observasi kendala yang dirasakan yaitu ada
perawat yang selalu menyatakan ketidaksiapannya.

partisipan RS Swasta Kota

Tasikmalaya maupun RS Pemerintah Kab. Ciamis,

Menurut dari
kendala dalam pendaftaran dan pelaksanaan asesmen
terjadi karena kesadaran perawat yang kurang
disebabkan belum memahami pentingnya jenjang
karir, dan jenjang karir merupakan hal baru. Hal
tersebut sesuai dengan hasil penelitian di RSUD
RS Bapris Batu Malang yang

menyatakan bahwa perawat belum memahami dan

Banyumas dan
belum mengetahui manfaat dari sistem jenjang karir
(Linggardini, 2009; Kornela, Hariyanto, & Pusparahaju,
2014)

Pemahaman atau pengetahuan yang rendah
terhadap suatu hal dapat mempengaruhi persepsi
seseorang (Reza, 2015). Untuk itu rumah sakit
sebaiknya lebih matang merencanakan program
pengembangan karir dan menawarkan penghargaan
yang lebih baik sesuai dengan kompetensi perawat.
Sehingga kedepannya perawat akan lebih merasakan
manfaat dari pelaksanaan sistem jenjang karir perawat
klinik tersebut.

Kemudian dikarenakan kurangnya motivasi
perawat yang berkaitan erat dengan dorongan yang
kuat untuk melakukan setiap pekerjaan dengan hasil
yang baik (Wahyudi, Sutria, Ashar, & Syisnawati, 2017).
Faktor utama yang mempengaruhi motivasi yaitu
dukungan

pengembangan karirnya. Dengan adanya dukungan

pimpinan untuk melaksanakan
dari pimpinan motivasi perawat akan lebih mingkat
(Iswajidi, Mattalatta, & Abdullah, 2016).

Kendala terakhir yang dirasakan oleh partisipan

RS Pemerintah Kab. Ciamis yaitu pada saat tes

observasi yang disebabkan karena kasus yang ada di
lapangan dimana pelaksanaannya harus langsung
kepada lebih  objektif
kemampuan perawat dalam melaksanakan asuhan

pasien untuk menilai
keperawatan. Namun ketika di lapangan, tidak semua
pasien dapat diambil menjadi sasaran tes observasi,
karena harus disesuaikan antara target kompetensi
yang akan dicapai dengan kebutuhan yang diperlukan
oleh pasien. Sehingga dalam pelaksanaannya proses
tes observasi dan lisan membutuhkan waktu yang
lama.

Kekurangan-kekurangan tersebut menunjukan
bahwa belum optimalnya pelaksanaan sistem jenjang
karir perawat klinik di RS Swasta Kota Tasikmalaya dan
RS Pemerintah Kab. Ciamis.

d. Perbedaan pelaksanaan antara RS Swasta Kota
Tasikmalaya dan RS Pemerintah Kab. Ciamis dan
perbedaan dengan aturan yang seharusnya.

Sesuai hasil penelitian, terungkap bahwa tidak
samanya setiap pelaksanaan tahapan proses sistem
jenjang karir perawat klinik antara RS Swasta Kota
Tasikmalaya dan RS Pemerintah Kab. Ciamis.
Ketidaksamaan tersebut dapat dilihat dari hasil proses
pengajuan, sosialisasi, rekrutmen, magang, maping,
instrument yang digunakan untuk penilaian dan
asesmen kompetensi. Selain adanya ketidaksamaan,
masih ada yang tidak sesuai dengan aturan yang
program
program pelatihan dan

seharusnya, dimana dapat dilihat dari

magang, kredensialing,
pendidikan berkelanjutan.

Tidak samanya setiap tahapan dan tidak sesuainya
dengan aturan yang seharusnya, terjadi karena
disesuaikan dengan kondisi lingkungan rumah sakit
yang merupakan bagian luar yang tidak dikelola oleh
sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap
terselenggaranya sistem jenjang karir perawat klinik di
rumah sakit tersebut (Azwar, 2010).

Kondisi lingkungan rumah sakit dapat dilihat dari
aturan dan kebijakan, dukungan pimpinan dan
pemahaman tentang pengembangan jenjang karir
perawat klinik. RS Swasta Kota Tasikmalaya yang
merupakan rumah sakit swasta dan RS Pemerintah
Kab. Ciamis merupakan rumah sakit pemerintah pada
dasarnya, peraturan yang dilakukan tersebut sama,
namun mempunyai aturan dan kebijakan rumah sakit
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tersendiri yang dibuat sesuai dasar hukum yang
berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014).

Kemudian, dukungan pimpinan menjadi hal
penting dalam terselenggaranya sistem jenjang karir
sistem tidak akan

terlaksana tanpa ada dukungan dari pimpinan. Sesuai

perawat klinik. Pelaksanaan

dengan penelitian Wahju, Ika, & Hartojo (2016) dan

(2015)
permasalahan dari pengembangan karir perawat yaitu

Reza yang menyatakan bahwa akar

kurangnya dukungan manajemen dan pimpinan
terhadap pengembanagan jenjang karir.

Selain itu, menurut Jennings, Mutsch, & Schleman

(2009) menyatakan bahwa salah satu faktor perawat
memutuskan untuk ikut dalam penjenjangan karir
karena adanya dukungan dari pimpinan. Dukungan
pimpinan mempunyai hubungan bermakna dengan
ekspektasi perawat terhadap penerapan jenjang karir
di rumah sakit. Maka dari itu, diperlukan komitmen
yang kuat dari pimpinan untuk melakukan langkah-
langkah penerapan jenjang karir, demi keberhasilan
pelaksanaan sistem tersebut (Afriani, Hariyati, &
Gayatri, 2017). Dukungan pimpinan dapat berupa
kebijakan dan memberikan berbagai macam fasilitas
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sistem tersebut
(Nelson, Sassaman, & Phillips, 2008).
Kondisi lainnya yaitu pemahaman tentang jenjang
karir. Pemahaman juga merupakan hal penting yang
diperlukan untuk terselenggaranya sistem dengan baik
dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemahaman
merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap
makna dan arti dari apa yang dipelajari. Kemampuan
seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan
(Sudaryono, 2012). Pemahaman yang baik dan positif
terhadap jenjang karir cenderung mempunyai sikap
kerja yang baik dan kepuasan kerja yang tinggi,
sehingga akan menghindari berbagai sikap dan
perilaku kerja yang menghambat pencapaian tujuan
organisasi (Robbins, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sistem jenjang karir perawat klinik sangat penting
untuk dilaksanakan di rumah sakit. Selain adanya
dasar hukum yang sudah jelas tertulis dalam
aturan kementrian kesehatan tahun 2017, aturan
akreditasi rumah sakit, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya. Ada banyak
kelebihan yang akan didapatkan rumah sakit
apabila melaksanakan sistem tersebut vyaitu

mendapatkan kewenangan klinis, pengkuan dari
profesi lain, dapat meniti karir dan mengetahui
level Kkarir, mendapat penghargaan sesuai
kompetensi, tidak bosan dengan rutinitas, dapat
melihat loyalitas dan meningkatkan mutu
pelayanan.

2. Dalam pelaksanaan sistem jenjang karir perawat
klinik masih ada permasalahan belum optimalnya
peran, fungsi, dan tugas bidang keperawatan
diakibatkan pola pikir terkait peran, fungsi dan
tugas diantara bidang keperawatan dan komite
keperawatan. Kemudian tidak efektifnya
pengembangan diklat rumah sakit.

3. Dalam pelaksanaan sistem jenjang karir perawat
klinik masih ada permasalahan belum optimalnya
sumber daya manusia pelaksana sistem jenjang
karir  perawat klinik dimana kurangnya
ketersediaan sumber daya manusia di komite
keperawatan, belum adanya penambahan jumlah
asesor kompetensi, dan beban kerja meningkat
dikarenakan merangkap jabatan.

4. Dalam pelaksanaan sistem jenjang karir perawat
klinik masih ada permasalahan belum optimalnya
pelaksanaan sistem jenjang karir perawat klinik di
RS Swasta Kota Tasikmalaya dan RS Pemerintah
Kab. Ciamis dikarenakan belum adanya surat
keputusan pelaksanaan dari direktur dan belum
sesuainya penerapan sistem di RS Swasta Kota
Tasikmalaya karena dilaksanakan kepada profesi
bidan, masih ada beberapa kendala yang
dirasakan dan adanya perbedaan pelaksanaan
dengan aturan yang seharusnya.
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